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BAB II
PENGELOLAAN ZAKAT

DI INDONESIA DARI MASA KE MASA

Pengertian dan Tujuan Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi (Qardhawi, 1996: 35), zakat dalam istilah
figih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan
kepada orang-orang yang berhak. Hukum positif di Indonesia yang
mengatur mengenai zakat, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat, mengartikan zakat sebagai harta yang wajib
dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada
yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Secara terminologis (syara), zakat berarti hak yang wajib
dikeluarkan dari harta (Zuhayliy, 2000:83). Sementara menurut Hafidhuddin
dalam Beik (Beik, 2009:3), secara terminologis zakat mempunyai arti
mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan
kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula.
Adapun secara umum, menurut Al Arif (Al Arif, 2010: 4) zakat bisa
dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap
muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah
nishab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya),
haul (jangka waktu yang ditentukan bila seorang wajib mengeluarkan

zakat), dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).
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Berdasarkan pengertian zakat secara terminologis di atas tersirat
adanya kehendak dalam ajaran Islam untuk menciptakan keharmonisan
antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang belum beruntung.
Mengeluarkan sebagian harta kemudian diserahkan kepada orang-orang
yang tidak mampu adalah unsur terpenting dalam regulasi zakat itu sendiri.
di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak milik orang-orang miskin.
Dengan zakat pula, distribusi kekayaan menjadi lebih merata. Zakat dapat
pula dijadikan simbolisasi keharmonisan hubungan horizontal antar sesama
manusia, dimana orang yang kaya peduli kepada nasib orang miskin.
Dengan kata lain, zakat adalah media untuk mengentaskan kemiskinan dan
menghapus penderitaan yang selalu ada dalam pentas sejarah hidup manusia
(Faisal, 2011:244).

Menurut Qardhawi dalam Hasrullah (Hasrullah, 2012:16), tujuan
zakat itu sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tujuan dari pihak yang
memberi zakat (muzakki) antara lain untuk menyucikan dari sifat bakhil,
rakus egoistis dan sebagainya; melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti
bersyukur atas nikmat Allah; mengobati batin dari sikap berlebihan
mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri;
menumbuhkan sikap kasih saying kepada sesama; membersihkan nilai harta
itu sendiri dari unsur noda dan cacat; dan melatih diri agar menjadi pemurah
dan berakhlak baik serta menumbuhkembangkan harta itu sehingga
sehingga member keberkahan bagi pemiliknya. Sedangkan bagi penerima
(mustahig) antara lain: memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan

primer sehari-hari; menyucikan hati mereka dari rasa dengki dan kebencian
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yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil; akan

muncul dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab

untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang

kaya yang pemurah.

Lebih luas lagi, menurut Wahbah dalam Hasrullah (2012: 17),

menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat sebagai berikut:

1.

2.

Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas
sosial dikalangan masyarakat islam.

Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial
ekonomi dalam masyarakat.

Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat
berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya

Menutupi biaya — biaya yang timbul akibat terjadinya konflik,
persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
Menyediakan  suatu dana taktis dan khusus untuk
penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan,
pengangguran dan para tuna sosial lainnya.

Sebagaimana telah kita ketahui, zakat juga merupakan salah satu

sebagian dari ibadah yang memiliki tujuan sebagaimana dikemukakan

sebagai berikut:

1.

Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari

kesulitan hidup dan penderitaan mereka;

Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al ghrimin,

ibnu sabil dan para mustahiq lainnya;

Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat

manusia;

Mengimbangi idiologi kapitalisme dan komunisme;

Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal;
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6. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan
diatas penderitaan orang lain;

7. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si
miskin;

8. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan
masyarakat;

9. Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan
kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

Maksud dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Pada dasarnya zakat selain sebagai wujud ketaatan kepada Allah
namun juga sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya hanya
didayagunakan untuk kepentingan konsumtif yaitu, untuk memenuhi
kebutuhan dasar mustahiq sehingga lembaga amil zakat menyalurkan
zakat sesuai dengan kebutuhan mustahiq yang ada didaerahnya. Zakat
konsumtif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq
seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu, kebutuhan sandang, pangan,
dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya
kesehatan (Rosyidah dan Manzilati, 2012).

Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat islam
secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Ada dua model pengelolaan
zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau
departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang
dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah

dengan mengacuh pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Zakat
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dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara,
seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainya. Zakat
dikelola olen negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang
berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator, untuk
memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut. Karena zakat berhubungan
dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-
konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat
sasaran (Hasrullah, 2012: 1).

Berdasarkan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di
Indonesia dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),
Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). BAZNAS,
LAS, dan UPZ mempunyai tugas pokok untuk mengumpulkan,
mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan
agama.

Menurut Ridwan dalam Rosyidah dan Manzilati (Rosyidah dan
Manzilati, 2012), organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya
secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

a. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan
Mustahig. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan
azas trust (kepercayaan). Sebagai layaknya lembaga keuangan
yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus
dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan
masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi,
sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya
positioning, maka kedudukan akan sulit berkembang.

b. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan
amil, yakni sebagaimana muzakki menjadi lebih berkah
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rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di
satu sisi masyarakat Mustahiq tidak selamanya tergantung
dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan
dapat berubah menjadi Muzakki baru.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat tersebut dilakukan dengan asas
sebagai berikut:

a. Syariat islam;

b. Amanah;

c. Kemanfaatan;

d. Keadilan;

e. Kepastian hukum;
f. Terintegrasi;

g. Akuntabilitas.

Adapun tujuan dari pengelolaan zakat berdasarkan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

1. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat;

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal tersebut menggantikan ketentuan di dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang
menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya

pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan

agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
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mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta
meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Zakat sebagai satu bentuk peribadatan yang lebih mengedepankan
nilai-nilai sosial di samping pesan-pesan ritual, tampak memiliki akar
sejarah yang sangat panjang. Menurut Didin Hafhifuddin (t.t: 1), bisa diduga
hampir sepanjang umat manusia itu sendiri (generasi Adam As.) atau paling
sedikit mulai generasi beberapa nabi Allah SWT dan sebelum Nabi
Muhammad SAW. Apa yang lazim dikenal dengan sebutan lima arkan al-
Islam (lima rukun Islam) yakni syahadat,shalat,zakat, puasa, dan haji pada
dasarnya sudah disyari’atkan sejak zaman Nabi Adam As, Kalaupun
terdapat perbedaan antara generasi nabi yang satu dengan yang lainnya,
maka ketidaksamaanya lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat formal
simbolik dan tata caranya yang disesuaikan dengan bahasa umat nabi yang
bersangkutan, daripada perbedaan hal-hal yang mendasar substansial.

Menurut Mashudi (Mashudi, t.t: 2), pengelolaan zakat dapat
dilakukan oleh individu maupun kelompok. Namun mayoritas ulama
berpendapat, lebih baik pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan dan diatur
olen pemerintah. Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia, sangat
dipengaruhi oleh pemerintah pada masing-masing periode sebagaimana
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengelolaan Zakat Masa Kolonial Belanda

Menurut Suratno (Suratno, t.t:3), sejarah pengelolaan zakat di

Indonesia dimulai sebagai berikut:
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Sejak Islam memasuki Indonesia, zakat, infak dan sedekah

merupakan sumber-sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam

dan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Pemerintah

Kolonial Belanda khawatir dana tersebut akan digunakan untuk

melawan mereka jika masalah zakat tidak diatur. Pemerintah

Belanda mengeluarkan kebijakan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4

Agustus 1893 untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang

dilakukan oleh penghulu atau naib sepanjang tidak terjadi

penyelewengan keuangan.

Pada era kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa pengelolaan zakat
cenderung dihalangi oleh Pemerintah Kolonial karena diduga untuk
membiayai perjuangan melawan Pemerintah Belanda (Mashudi: t.t: 2).
setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu,
Pemerintah Hindia Belanda akhirnya melemahkan sumber keuangan dan
dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai
pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka
(Faisal, 2011: 258).

Namun kemudian, akhirnya pada awal abad XX, diterbitkanlah
peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda
Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan ini Pemerintah
Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat,
dan sepenuhnya pengelolaan akat diserahkan kepada umat Islam (Ibid:
259).

Pengelolaan Zakat Masa Orde Lama

Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih

maju. Meskipun Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada

salah satu falsafah tertentu, namun falsafah negara kita dan Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kemungkinan bagi pejabat-
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pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat. Hal
tersebut menurut Faisal (Faisal, 2011: 258) dapat dilihat dari:

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya, zakat kembali

menjadi perhatian para ekonom dan ahli figih bersama pemerintah

dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat
pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan
kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29) dan pasal 34 UUD

1945 yang menegaskan fakir miskin dan anak-anak terlantar

dipelihara negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam

pasal tersebut jelas menunjukkan kepada mustahiq zakat (golongan
yang berhak menerima zakat).

Kemudian tahun 1951 Departemen Negara mengeluarkan Surat
Edaran Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang
Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada tahun 1964, Departemen Agama
menyusun rancangan undang-undang tentang pelaksanaan zakat dan
rencana peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang
pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan
Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat
diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden.
Pengelolaan Zakat Masa Orde Baru

Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar
bagi umat Islam dalam konteks penerapanzakat ini. Sesuai anjuran
Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra’ Mi’raj di Istana
Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat
Infag dan Shadagah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah
DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di

berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972),

Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan
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dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan
dan Nusa tenggara Barat (1985) (Faisal, 2011: 260).

Pada masa Orde Baru ini pula, pada tahun 1967 Menteri Agama
menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Zakat yang akan
diajukan kepada DPR dengan surat Nomor: MA/095/1967 untuk
disahkan menjadi undang-undang. RUU tersebut disampaikan juga
kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab atas masalah-masalah
sosial dan Menteri Keuangan sebagai pihak yang mempunyai
kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Namun gagasan
tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa
peraturan mengenai zakat tidak perlu diatur oleh undang-undang namun
cukup dengan Peraturan Menteri Agama (PMA).

Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkanlah Peraturan Menteri
Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat
dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Baitul Maal. Kedua PMA ini dianggap berkaitan di mana
Baitul Maal sebagai penerima dan penamupung zakat, dan kemudian
disetorkan kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang
berhak.

Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat

Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya

kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan signifikan di

bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi
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tersebut, yakni 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat. Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk
menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi
zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi
bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi
dimensi yang melanda Indonesia .

Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan
dikeleluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan
Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-
291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini,
pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk
oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah
untuk tingkat kewilayahan dan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk
dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ORMAS
(organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya. Menurut
Fakhruddin (2013: 262), undang-undang inilah yang menjadi landasan
legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya,
pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi

terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat
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Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah
(BAZDA) untuk tingkat daerah.

Secara garis besar undang-undang zakat di atas memuat aturan
tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik,
transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang
ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal,
sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh
masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan
dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai
sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, pengelolaan harta zakat
dimungkinkan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak
bertanggungjawab.

Di dalam undang-undang zakat tersebut juga disebutkan jenis harta
yang dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah saw.,
yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang
wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal di zaman
modern. Zakat untuk hasil pendapat ini juga dikenal dengan sebutan
zakat profesi. Dengan kata lain, undang-undang tersebut merupakan
sebuah terobosan baru. Hadirnya undang-undang di atas memberikan
spirit baru. Pengelolaan zakat sudah harus ditangani oleh Negara seperti
yang pernah dipraktekkan pada masa awal Islam. Menurut ajaran Islam,
zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai
wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang

ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi
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saw. yang menyatakan bahwa penguasalah yang berwenang mengelola
zakat. Baik secara langsung maupun melalui perwakilannya, pemerintah
bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat (Fakhruddin,
2013: 263-264).

Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat menyatakan pengelolaan zakat berasaskan iman dan
takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
mengartikan pengelolaan zakat berasaskan:
a. Syariat Islam;
b. Amanah;
c. Kemanfaatan;
d. Keadilan;
e. Kepastian Hukum;
f. Terintegrasi;
g. Akuntabilitas.

Untuk tujuan dari pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan

zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
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masyarakat dan penanggulangan  kemiskinan. Pasal tersebut
menggantikan ketentuan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di mana tujuan pengelolaan zakat
adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan
zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan
pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit
Pengelola Zakat (UPZ). BAZNAS, LAZ dan UPZ mempunyai tugas
pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat
sesuai dengan ketentuan agama.

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Pengelolaannya

BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan
berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan
berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga
pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab
kepada Presiden melalui Menteri. Badan Amil Zakat Nasional meliputi
juga BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Tanggung jawab, wewenang dan tata kerja BAZ meliputi:

a. Ketua badan pelaksanaan BAZ bertindak dan bertanggung jawab
untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun

keluar;
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. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-
masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar
BAZ di semua tingkatan;

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ bertanggung
jawab  mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan;

. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib
mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan berkala tepat pada
waktunya;

Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan BAZ menyampaikan
laporan kepada kepala BAZ melalui sekretaris, dan sekertaris
menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan-
laporan berkala BAZ;

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ wajib diolah dan
digunakan sebagai bahan untuk penyusunan lebih lanjut dan untuk
memberikan arahan kepada bawahannya;

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi
BAZ dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam
rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib

mengadakan rapat berkala;
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h. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ memberikan laporan tahunan
kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Selain tanggung jawab dan wewenangnya, menurut Pasal 7
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAZ
juga memiliki tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk
penyusunan rencana pengelolaan zakat;

c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja
sama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAZNAS dapat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis
kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan
RakyatRepublik Indonesia paling sedikit 1 (satu kali) dalam 1 (satu)
tahun.

Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan Badan Amil Zakat
memiliki susunan hierarki yang terdiri dari BAZNAS nasional yang
berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS Propinsi yang berkedudukan
di ibukota propinsi dan BAZNAS Daerah yang berkedudukan di

kabupaten.
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b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Pengelolaannya

Lembaga Amil Zakat atau LAZ menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah
lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. LAZ wajib
melaporkan  pelaksanaan ~ pengumpulan,  pendistribusian  dan
pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara
berkala.

Dicantumkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat syarat-syarat untuk membentuk suatu
LAZ yaitu:

a. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri;

b. lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila
memenuhi persyaratan paling sedikit:

(1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
bidang pendidikan, dakwah dan sosial;

(2) berbentuk lembaga berbadan hukum;

(3) mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

(4) memiliki pengawas syariat;

(5) memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya;

(6) bersifat nirlaba;
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(7) memiliki progam untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan
umat; dan

(8) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.



